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Kata Pengantar

Ketika Tujuh tahun yang lalu, negeriini dilanda krisis ekonomi yang dampaknya
tidak tertahankan adalah bergugurannya dunia usaha yang selama ini kelihatannya
berdiri dengan kokoh, namun keberadaannya cukup rapuh. Oleh karena itu, semua
pihak tidak terkecuali pemerintah pun berpikir keras bagaimana menyelamatkan
dunia usaha agar bisa terhindar dari kebangkrutan yang pasti akan membawa
implikasi yang cukup luas bagi pencari kerja.

Dalam konteks inilah muncul berbagai pandangan, untuk menyelamatkan dunia
usaha tersebut harus dimulai dengan memberdayakan dan sekaligus melakukan
pembenahan secara menyeluruh terhadap pranata hukum perusahaan, yang selama
ini hanya mengandalkan kepada ketentuan hukum yang dibuat lebih dari seabad
yang lalu, maka hampir dapat dipastikan tidak akan mampu lagi mengikuti gerak
dunia usaha yang begitu cepat lagi pula telah menembus batas-batas antarnegara.
Untuk mengimbangi duniausaha ini pemerintah pun sebenarnya telah mengeluarkan
berbagai serangkaian peraturan yang menyangkut dunia usaha.

Ketika peraturan tersebut diterbitkan ada setitik harapan, bahwa dunia usaha
akan dapat berjalan dengan lancar, sebab eksistensi dunia usaha ini telah dilandasi
oleh aturan hukum yang kuat. Di sisi lain ada pula anggapan bahwa aturan yang
baru ini telah mengakomodir berbagai perkembangan yang terjadi di dunia usaha
itu sendiri. Namun, apa hendak dikata kenyataan berbicara lain, mengapa? Sebab
adanya kelemahan aturan hukum yang ada ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak
untuk menjalankan akitivitas bisnisnya. Akibat lebih jauh perusahaan yang sudah
adadililitoleh berbagai utang yang akibatnyamembawa beban yang cukup serius.
Untuk itu perusahaan harus menghadapi dilema, apakah perusahaan akan jalan .
terus dengan kemungkinan yang terpahit jika perusahaan tidak dapat bertahan
maka perusahaan harus dilikuidasi ataukah perusahaan melakukan restrukturisasi?

Disisi lain dengan diberlakukannya undang-undang pemerintahan daerah pada
tahun 1999 yang kemudian diganti pada tahun 2004, maka pemerintah daerah pun
mulai menggali potensi yang ada di daerahnya yaknibagaimana menggoptimalkan
Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada dan atau pun mendirikan perusahaan
baru apakah berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).
Dalam hal inilah timbul pertanyaan yang cukup mendasar, apakah aturan hukum
yangsudah ada masih cukup memadai untuk itu? Pertanyaan selanjutnya apakah
privatisasi PT Persero yang berstatus BUMN dapat dilakukan setiap saat oleh
pemerintah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tampaknya perlu dicermati secara saksama
serangkaian aturan hnkum yang mengatur masalah dunia usaha atau perusahaan.
Untuk itu dalam buku inidicoba dihimpunberbagaiaturan hukum yang menyangkut
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yal 1 yang_mengen ukakan seuap oxang yang menyelenggalakan_f
(7 dnwmbkan untuk- menyele11gga1akan catatan- calatan menurut. syzuat».'_ o
erilsahaannya’ tenlang keadaan haltanya dan tcu['mﬂ ap '-.-saJa yang:
dengan pexus'lhaannya dengdn (,'na yang dem]klclu .selungga dari . '
:segala R

chscnoan I‘crb'nas (Llh'lt Lampuan 5)
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- sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak (lan keW"tJlbannya (Pasal 6'ayat 1).

: Bagalmana hainya dalam pemtumn pelundang undangan lamnya, ﬂp'lkilh
batasan atau rumusan pcxusaham" Rumusan yang lebih tegas dijabarkan dahm Unda
Undang Noror 3 Tahun 1982 Tent'mg Wajib D'lﬂm Petusahaan 9 Dalam P’lsal 1 butu:
tllsebutkzm pexusahaan ad'lhh setlap bentuk usahayang menyllankan setiap jenis us;
- yang bersifar tetap dan terus menerus dan yang didirikan; bekerja serta berkedudukaj
“dalam w1hy1h Neg’m Repubhk Indonesia, untuk tujuan mempexoleh keuntungmi atg
laba. Demikian juga halrya;: dalant Undang- Undang Nomor: §: Tahun 1997 Ten
Dokumen Peiusahaan® hscbutkan perusahaan '1d'1!ah setiap bentuk usaha BY
melakukzm kegiatan secara tetap dan’ tefus taenerus ‘dengan’ tujuan mempeloie
keuntungan atau laba, baik’ yang dlselengg'lmkfln olehor: ang-pelonngan maupun bada
usaha yang: berbentuk badan’ hukum “atau bukan badan:hukum, yang'didirikan
belkeduduk'm dalam w1layah Negmachubllk Indonesn (Llhat Pasal 1 butu 1)

Dzm lumusan di atas ada bebenpa hal yang kmnya perlu dicatat d1 sml yd

: pe) fama, petrusahaan adalah’ setmp bentuk usaha baik: berbadan hukum maupun yan;
“* belutn bexbndan hukurh. Apa arti pentingnya dlbedakan ‘badan usaha yang: bf:lb'ld'l
* hukum dan nonbadan hukum hm us dibedakan? Hali 1m ‘ada kaitannya dengan tanggun
awab yang akan dlplkul oleh pengelola pcxusahaan dalam hal-perusahaan mengala

y kex ugian ataupun mempunyzu kewajiban terhadap plhﬂk ketlga Untuk perusahaan yan:
- berbadan, hukum; tanggung jawab’ pemlhk pelusaha'm telbatas sebesar’ ‘modal yan

' dlm'lsukkzm ke dalam per usahaan:Dengan kata lain hzmya bextanggung J'lwab sebe
i saham y yang dimiliki. Lain halnya badan-usaha yang belum belbadnn hukum (nonb"l
hukum) t"mggung _]ZlW'lb tldak terbatas.” L

- Yang ke(lua, ciri per usaha’m adaiah bcxttuuan mencari untung (pmfzt (menre(f
Bagaimana perusahaan dapat diketahui mendapatkan keuntunigan atau tidak? Dala
h'll ini menarik Lmtuk dicermati apa yang dijabarkan dalam KUHD yang mengemukakm
b"lhwa setiap orang yang menyelenggarakan, pcmsahaan diwajibkan un
_ menyclengmakan catatan-catatan menurut syarat-syarat pemmhaannya tentan
*keada 'n‘hmtany"l dan tentdng 1pa saja yang. belhubungan dengan pexusahaany
deng'm cara yang: demlkmn sehmgga dari catatan-catatan yang dlselenggm kan iE

pcntmg untuk mengetahui hak dan kewajiban perusahaan. Hal ini semakmjehs hg
dikaitkan: dengan masalah; kewajiban pelpajakan Dalam Lm(l:mg und'mg paja
disebutkan wajib p'lj'lk adalah”orang pribadi atau badan yang imenurut ketentua
' pexatmzm pertndang- undmgan perpajakan ditentukan untuk: melakukan: kEWﬂJlba
. perpajakarn; Geianjumya dikemukakan' badan adalahr suntu bentuk badan usaha yan
- ‘meliputi; perseroan terbatas, perseroan komandltex per seroan lamny"l badan usah
. milik: negara atau daerah dengan: nama dan' dalam bentuk apapun,” pewekutm
'pelkumpul'm tivma, kongsl kopetzm yayasan atau organisasi sejenis; lcmbaga, dan
permun bentuk usaha tetap, sel ta bcntuk b'lclan usaha lamny'l Ty :

E 3)': Sccma lcngkap apa isi und'mg undnng ini dapat dlhh'lt dahm lampiran 3 dalam buku ini.

.4_) : Sccmn lcngkap m UU ini hhnt Lampiran 7-dalam buku ini: L
! 5) _l xhnt ?entosn Semhlrmg Hukzmz Duqanq Bandung Cma Adxtya Baktl. 2000 ]

6. Scpaluang ketentuan® yang tercantum dalam pasal ini txdak udak bcrtcntnngan deigan. kctcntu'
“yang lcrcantum datami. UU: No 8 Tal um 1997 Tcnmng Dokumcn Pclusahaan dmyatakan tetd

o ber Iaku (Lihat L'lmplran 7) _
D Lifiat Pasal 1 butir a dan'b: Undang Undang Nomor 9 T"lhun 1994 Tcnmng Pcrubqhdn At
¥ '._'Undang Udang Nomot 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Unitim dan Tata Cara Per paJa_kal_
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al yang k ga adalah pex usahaan wapb dldaf (ar kan d1 kant01 pe1 dagangan dl w11ayah_

salu bentuk badan usaha yang cukup banyak dunmau dalam pxakuk blSlllS k

pemupukan moda] 'yang lebih besar jika: dlbandmgkan dengan bentuk badan

nenuh: syalal yang d)temukan da]am undang undang Pasal Modal 9) )

hanya lmtas-daerahakan lelapl menembus batas: anlamegala, sekahpun telah:
adakan '_'pe;_ubahan dan penambahan dengan’ Undang Undang Nomor: 4: Tahun:1971: .

\ara (One Share One Vote) Umukltu pada tanggal 7 Maret Tahun.1995 pemeuntah R
engeluankan Undang Undang Per ISCIO: 0an Telbatas (UU PT) Nomox 1 Tahun 1995 yang o
B ebanyak 129 Pasa] .

Jikadicer ‘matj UU PT secara saksama kn anya dapal dxkemukakan bahwa tex dapal o _' '
yang selangkah lebih maju: yakm alam UUPT. dxjabaxkamumusan ap yang:-

tir yangmengemukakan yang dxmaksud dengan Pelseloan Terbatas yang selanjumya _
pe:seroanadalah badan hukum y yang dldmkan bcndasaxkanpeljanjxan melakukan
an_usaha deugan modal dasax yang seluluhnya Lelbagl dalam saham dan'_'. '

sarkan: peljalljlall “Hal'ini berarti, sesuai dengan konsep hukum pcuanyan Jxka”-

.UU PTyang meugemukakan perseroan didirikan oleh dua:(2) onang ataw 1eb1h -
gan‘akta notaris'” yang dibuat dalam bahasa Indonesia, Yang kedua, secara legas -

dnnaksud dengan badan hukum‘” xtu sendul

uk badan umlm Iam yang dlkenﬂl dalam pmknk antara lmn chusahaan D1gang (PD), .
i (Fa); Pcrscuan Knmandzlm (CV), Kopcmsx Sclam itu, dlkenai Juga lsulah Usaha Kecil, -
ini. dlmux chlh Ian_|ul dnmbalkan dalam Undang Undang Nomor 9 l"lhun 1995 (Llhm_

Lampiran 6}
nj dlmur dalam Undang-Undang Nomor 8 I‘qhun 1995
ccna lcngkap llhﬂl Iampuan 5. '

Ddlam kcpuslakaan Ilmu Hukum dlkcmukakan "Badan Hukum adalah Sub_]ck Hukum alllnyd . .

dan ; hukum adalah pembawa hak dan kCWajlball dalam lalu §mlas hukum Ya blS'l dllumul dan -
mcnumul di muka pcngadllan : :

on-Perysahaan dalam Peraturan Perundangmdan ean

"Pelsesoan Telbalas (PT), mengapa? Kalena PT: dxyakmx dapat mcnjadx salana"' ERRR

nya.” Selainity, PT juga dapal masuk ke PasarModal atau bursa efek apablla C

n komeks m1 pemex mlah pun menyadan pengatur. an PT sebagalmana yang '_i v o
rkan'da]am KUHD yang cukup sumiryakni hanya sekitar 21: pasaldianggaptidak:. -
da agi umuk mengatul badan usaha PT yang akuvuasnya semakin: mengg]oba] o

g Pernbahan dan Penambahan Pasal 54 KUHD yang; menganul asas, satu-saham L

d.dcngan dengan Pelsexoan Terbatas. Hal ini: ‘elah dge]askan dalam Pasa] SRR

_dua hal yang knanya dapal dlkemukakan d1 sml perlama PT dldmkan"_' Lo

lelakukan perjanjian harus ada dua orang.-Hal ini'pun ditegaskan] kembahdalam Pasal - R

isebutkan PT-adalah badan hukum, Hanya cukup dlsayangkan udak dxjabalkan apa SR




o -_'peldagangan dalam dek'\de tcnakhn ini telah. menmbah

s ) 'T'lhun 1997 tentmg dokumen per rusahaan dlmungkmkan dilakukan clengzm menggunakm;

o y penggabunganusahq‘”(megex) Dilain plhak pemsqhaan asing puna akan m"tsuk ke sini:

o '_ lewat pembentukan k"mtor cabang“’

e bellaku sa'lt ml oxgzm yang textmggl '1dal'1h RUPS‘”

i ”usaha neg1xa menjadt undang:-tindang; Dalam: Pasal 1 disébutkaf ke cuall dengan 1tau:

Ketlk'lLlndang~11ndﬂr1g1nlmulal cfcktlfberlaku seja tangg117 Maletl996 dLyakml--

: "dapat memenuhi’tuntutan zaman, namun (h h"ul»h"ul temkhn ini UU PT' Sll(l’lh mula
- dirasakan’ pellu ada pembahan Pembahan ini; duasakan cukup Slgmflkan, mengmg"lt:-
dalam tahun-tahun terakhit itii petkcmbangzm bisnis demikian’ peS'lt terlebih lagi deng'm' '
; admya kesepak1tan antarnegara baik yang ‘bersifat bllatenl maupun multlhteml yang.
_metrierlukan halmomsasn dalam: pengatman hukum bls (Pemsah'lan) Se]am itu :
ke dum'l maya (cybel) yzmg
- dikenal dengan E-Commerce atau E- Busmess yzmg mau atau tldak h'uus dlsesualkzm-

oo dengzm pengatmzm dal'lm tmnsaksn blsms

‘Disisi l'lm, ﬂS'll'lh dokumen pemsahaan pun se_| ak dlkeluzukannya UU Nomox 8'; '
- '(hta elektlomk Hal initentu membawa konsekuensi cukup pentmg dalam badan usaha -
©PT. Satu hat yang klmnya dapat dlkemukakan di’sini, bahwa dalam’ kondisi bexblsms;
: -:yzmg masnh cukup rentatiini, para peblsms pun hzuus melakukzm telobosan baru. y1knl.
“apakah:tetap: harus bertahar’ dengan kondisi: yang tidak pastl ataukah melakukan

" _"dal'lm mengembangkan usahany1 bzuk dalam bentuk mendlrlkan usam bzuu ataupun :

iy 'a___ lam yang du; ¢kan pexlu '1da per b_a_h'l yakm masalah.kedudukar}_;'l'_r'j“t_zl__ra:_'
L 01 gan PT yakm RUPS Komlsaus dan Direksi: pexlu dlsetalaka_n._ Dalam UUPT yang

Istllah B'ldan Usaha Mlllk Neg"ua (BUMN) mulzu muncul ke pexmukaan sejak.;
o dumdangkannya Undang Und'mg Nomor 9 Tahtin: 1969 Tentzmg Penetap’m Peraturan .
.'Pemelmhh Penggmtl Undang Undzmg Nomor:1: T'lhun 1969 tentang Berituk- bentuk:-

" berdasarkan: unidang- undang, dltetapkzm lam, usqha usaha Negaxa bexbentuk'
- Pcmsahaan dlbed'lkzm d’ll'l ' : e - : :

l.-_:._'__Pexusaha"m .hwatzm dlsmgkat Peuan, .

% Pexus1haar1 Umum dlsmgkat Perum;:

Pexusahaan Pexseloan dlsmgkat Pelsexo'“

Halini berattidi luarke tlgabentukmldlmungkmkm dl(lmkan BUMN asaldldnlkm
D 'dengm UU; ‘Sebagai- ¢ontoh. adalah: penditian Periisahaan Tambang ’\/Imyak dan Gas_
L Buml Negan(PERTAMlNA) dldmkzm bcxd'lozukm UU No 8T1hur1 1971 W

e [3) Pcngalu an nlam!ah I’cnggﬁbungan PT (lldtlll‘ dalam PP No 27 T1hun 1998 (I n'lt [amplmn :

) '17) : L : . R y T

Apa syarat yang hams (l;pcnuhx untuk mcn(l:rlkan kantor cabang pcuma]man "mng (l:)abarkm

e (lqlam ch Pres:No. 90 Tahurt. 2000 {Lihat: Lamplmn 31) : L

. l” I 1hwt Pm'\l I buur 3 (lan Pmal 63 UU PT..

':-l_(.’) UU ml llhﬂt hmpxran 14 S L R :
: ”_) nu.k(m (lt.ngan UU No 22 Tﬁhun 200[ Tenmng Mmqu D.m bas Bmm (I lhat-

14y

Scmm lengkap

_UU ini- ukan di
[ampnun lO)

© Hukum Perusahadn dalain; Peraturan Perindang-undangary




"ha apa saJa yang ( lkLlJﬂkall oleh kcllga _]ClllS badan usaha mx? }Iai ni oo
arn Pasal 2- UU No 9 l‘ahun 1969 yang mengemukakan Pe) mn adalah.- SRR

lengan, pmkemhangan .adm'm yzmg dnkuu puia denganpeikcmbangan duma i - L o
engatman masalah BUMNpun 1nengalam1pex ubahan pula Ha_l_'ml 1e111hat-- PR

m_ d1d111kan dcngan Pel atul an Pemeumah Pe1 atu1a11 Pemenmah lcntang_.- o '
dirian chum sckahgu‘; menetapkan kepulusan unluk melakukan penyeltaanmodal_' -

hat leplidll 1‘5

Perusahaan _(I_a_l_am_ Peraturan Perundang-undangon.




